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ABSTRAK 
 

COVID-19 mengharuskan pemerintah beradaptasi terutama dalam 
pengelolaan lembaga permasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia membebaskan 35.000 lebih Narapidana di seluruh 
Indonesia sebagai langkah strategis dalam menyikapi COVID-19. Kebijakan ini 
juga diterapkan sebagai respons terhadap overcrowded di lembaga 
pemasyarakatan Indonesia, yang menghasilkan risiko tinggi COVID-19. Karena 
kondisi overcrowded, kebijakan kesehatan seperti physical distancing tidak 
dapat dilaksanakan, sehingga program reintegrasi masyarakat untuk 
narapidana dilaksanakan. Narapidana harus memenuhi standar substantif dan 
administratif terkait dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat 
di bawah Program. Sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan 
penyimpangan narapidana, pemberian rekomendasi narapidana pada program 
reintegrasi juga didasarkan pada tinjauan rinci. Di era pandemi COVID-19, 
tulisan ini mengupas kebijakan dan justifikasi kebijakan yang memberikan 
program asimilasi kepada narapidana. Analisis implementasi kebijakan terkait 
juga dibandingkan dengan praktik lapangan, sehingga kesesuaiannya dapat 
diuji dengan parameter kepatutan yang ada. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis empiris. Implementasi ketentuan hukum dianalisis dengan 
data serta perilaku yang hidup ditengah masyarakat melalui sampel yang 
diambil. Hasil penelitian mengindikasikan program reintegrasi masyarakat 
meningkat akibat pandemi COVID-19. Praktik lapangan juga menunjukkan 
bahwa over capacity menjadi akar permasalahan yang mendasari program ini. 
Terindikasi bahwa kualitas program reintegrasi pada saat COVID-19 berkurang 
yang ditunjukkan pada beberapa kasus residivis. Evaluasi program reintegrasi 
masyarakat pada narapidana di masa COVID-19 hendaknya perlu 
dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Pelaksanaan Hak Asasi 
Manusia narapidana hendaknya dilaksanakan dengan kehat-hatian serta 
parameter objektif, bukan dijadikan sebagai solusi one for all. Data 
menunjukkan bahwa penekanan reintegrasi atas nama pandemic bukanlah 
langkah yang solutif dan tepat. 
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